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KEBANYAKAN penguasa
pasca-kolonial di Asia, Afrika,
dan Amerika Latin kelabakan bi-
fa menghadapi kecaman dari lu-
ar mengenai pelanggaran hak-
hak asasi manusia. Biasanya
mereka berkelit dengan apologi,
mengatakan persoalan hak asasi
dalam negen mereka tak boleh
dicampuri - pihak luar dan/atau
pihak luar tidak memahami apa
yang terjadi karena "berbagai ni-
lai budaya" yang unik, dan tk
mungkin dapat dipahany pihak
tuar.

Gejala ind sudah Kita kenal
bk dan tak pernah mengecoh
kita. Kita tahu retorika itu ha-
nyalah siasat murahan untuk
mencapatkan monopoli otoritas
berbicara tentang pelanggﬂmn
hak asusi yang dikerjakan sema-
unya di negeri sendiri, dan me-
nampik hak pihak lain untuk
ikut berbicara. Tak ada pihak
mana pun di dalam ataa di fuar
negeri mereka vang menerima
penadarin siasat itu dan mendu-
kungnya  sebagai kebajikan
moral, politik atau intelektual.

Yang menarik, strategi serupa
ternyata tidak terjadi hanya pa-
da hubungan internasional. Ge-
jala it telah menyebar dalam
berbagai bidang kehidupan kita
sehari-hari dalam bentuk, kon-
teks dan lingkup yang berna-
cam-macam. Juga dalam ling-
kungan kaum intetektual, mora-
lis dan pengritik rezim-rezim
pasca-kolonial. Tulisan ini akan
mempersoalkan gejala yang di-
sebut belakangan ini. Tetaps se-
betum itu, gejala internasional
tadi perlu ditengok sedikit lebih
juuh untuk memperjelas perban-
dingan.

Beda Timur dan Barat
sedikitnya adk tiga kelemal-
an pada cara berkelit para rezim
ini. Pertuma,  mereka  tidak
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Gmampu) menyangkal adanya
pelanggaran hak asasi - terle-
pas dari persoalan apa makna
pelanggaran itu menurut "nilai
budaya” bangsa-negara  yang
bersangkutan. Kedua, mereka ti-
dak konsisten dalam menilai ke-
absahan campur-tangan dan pe-
ngetahuan pihak luar. Para pe-
ngecam luar itu tiba-tiba bisa di-
anggap "penuh pengertian” bila
menasukkan modal asing atau
memberi dana pinjaman.

Ketiga, secara implisit rezim-
rezin pasca-kolonial itu menga-
kui seakan-akan hak asasi dan
demokrasi di negen mereka -
duk sebaik yang ditantasikan di
negeri-negert Barat. Hal i dh-
jelaskan dengan membuat sebu-
ah khayalan atau ideologi (yang
kemudian dihayati sebagai ke-
benaran oleh para pembuatnya
sendiri) tentang perbedaan "ni-
lai budaya" Timwur dan Barat,
dan vang satu tak akan bisa me-
mahami vang lain. lronisnya,
pembedaan semacam ini adalah
ciptaan kolonialisme Barat, dan
uadist  pengetahuan
vang kemudian dikenal dengan
istilah "orientalisme". ‘

Bukannya tak ada yang bisa
dibedakan dalam etos berpolitik
di Barat dan Timur. Tetapi tidak
seperti - yang  dikhayalkan  di
atas, dan bukan suatu misteri
yang tak bisa saling dipahami.
Perbedaan itu bukan karena
yang satu negeri maju yang lain
negeri berkembang (-kemipis).
Bukannya vang satu pendekar
demokrasi dan hak asasi. yang
lain sarang  pelanggaran hak
WSust.

Hampir semua pejabat nega-
ra Asia tak suka menyebut-nye-
but hak asasi manusia. Bukan
saja dalamy kaitan dengan apa
yang terjadi di negara masing-
masing. Tetapi juga di negara
sesama Asia. Ada semacam eti-
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ka "tahu diri" dan "tahu-sama-
tahu": jangan mengecam kutu di
seberang laut, bila gajah di pe-
lupuk mata tak mau dikecam
balas oleh pihak fain.

Negara sepert Amerika Seri-
kat (AS) tudak katahh ganas da-
lam pelanggaran hak asasi ma-
nusia dari semuat rezim di nege-
ri pasca-kolonial. Malahan wak
sedikit penganut politik berke-
bangsaan AS yang menunjuk-
kan, AS merupakan pelanggar
terbesar di dunia dalam hal hak
asasi manusia. Tapi berbeda da-
ri para rezim pasca-kolonial, AS
tanpa tahu malu berani berkhot-
bah tentang demokrasi dan hak
asasi, sambi} mengecam para
penguasa di negara pasca-kolo-
nial yang terus-menerus dikirini
persenjataan untuk memantap-
kan jalannya pelanggaran hak
asusi yang dikecamnya,

Ideologi AS kuat bertumbuh
di banyak negara pasca-koloni-
al. Tak jarang ideologi itu sama-
sama memeluk (dan dipeluk)
baik rezim pasca-kolonial mau-
pun para aktivis dan kelompok
oposisi di dalam negeri pasca-
kolonial itu sendiri yang menen-
tangnya.

Di Indonesia, banyak pejabat
pemerintahan berusaba meya-
kinkan khalayak bahwa demo-
krasi di [ndonesia jangan disa-
makan atau dibandingkan de-
ngan demokrasi di negeri Barat,
seperti di AS. Terlepas dari niat
dan validitas permintaan itu,
yang jelas ada asumsi bahwa AS
adalah sebuah model ideal ne-
geri demokratis.

Ucapan lazim itu dapat dihu-
bungkan dengan berbagai ucap-
an intelektual yang sering di-
anggap kritis. Mereka menge-

cam tata politik dengan meng-
gunakan contoh dan acvan ke
negeri Barat, khususnya AS.
Mungkin karena kehidupan in-
telektual Indonesia juga terlaiu
dikuasai ilmu-ilmu sosial dan
kebudayaan populer. Mereka
menggunakan asumsi yang sa-

ma dengan pejabat yang mmewa-,

kili kepentingan politik yang
dikritik si intelektual.
Praktisi dan pengamat

Bukan hanya pengamat pe-
langgaran hak asasi yang sering
berdebat dengan praktisi pe-
langgaran hak asasi. Bukan ha-
nya praktisi pelanggaran hak
asasi yang menuntut monopoli
atauw otoritas pada jenjang ter-
tinggi dalam berbicara.

Dalam artikel di sebuah ko-
ran Jakarta belum lama ini, seo-
rang pelukis bernama Hardi me-
nyatakan bahwa pengamat seni
tak akan mampu membahas ge-
jala sosial dalam kesenian seca-
rd tepat, atau setepat yang dapat
dikerjakan  seniman  berbagai
"praktisi”. Hardi menanggapi se-
buah polemik tentang hubung-
an kapitalisme dan seni yang
pernah berlangsung di harian
Bernas (1991), dan baru-baru
ini dipublikasikan kembali oleh
majalah Dialog (1992).

Kesenian memang merupa-
kan sebuah wilayah yang -- se-
jak zaman Romantisme cli Eropa
dan kemudian juga menyebar di
wilayah jajahan -- dinyatakan
sebagai suatu wilayah penuh
misteri. Dalam gempuran kapi-
talisme, ilmu, dan teknologi se-
lama dua abad belakangan, ke-
senian  babak-belur bertahan-
diri.

Tak aneh jika di masa ini
orang-orang seperti Wiratmo Su-

kito-atau Subagio Sastrowardo-

. yo sangat curiga terhadap ilmu

sosial yang mencoba menjamah
wilayah kritik seni. Bahkan me-
nurut Umar Kayam, pengetahu-
an sosial bisa dicapai lebih baik
dengan seni sastra ketimbang il-
mu sosial.

Sewaktu gencarnya sensor
penguasa (1990) terhadap kese-
nian, Emha A Nadjib memperta-
nyakan bukan saja keabsahan
praktek sensor, tapi kemampu-
an seorang prajurit atay perwira
memeriksa dan menilai naskah
puisi atau sandiwara. la tidak
mempersoalkan kemampuan se-
niman bicara tentang militeris-
me dan keamanan sosial.

Kecurigaan .dan rasa teran-
cam oleh ilmu(wan) sosial tak
hanya melanda seniman. Bebe-
rapa tokoh demonstran maha-
siswa 1990an keberatan bila ge-
rakan mahasiswa dibahas peng-
amat atau ilmuwan sosial. Pi-
hak-pihak ini dianggap tak akan
mampu memahami dan menje-
laskan makna gerakan mahasis-
wa, sebab mereka bukan "prak-
tisi". Pandangan semacam ini
muncul dalam diskusi tentang
gerakan mahasiswa di Bernas
dalam perayaan HUT Kemerde-
kaan RI 1991. Juga tersirat da-
Jam tufisan Dadang Juliantara di
harian ini beberapa hari lalu.

Benarkah pemisahan "prakti-
si" dan "pengamat" yang lazim
itu layak dipertahankan? Benar-
kah ada jenjang hirarkis penge-
tahuan yang menempatkan
praktisi di atas pengamat -- atau
sebaliknya? Benarkah praktisi
bukan saja lebih tahu, tapi lebih
mampu menjelaskan suatu pro-
ses dan praktek sosial -- atau se-
baliknya?

Soal yang sepele ini sebenar-
nya punya sejarah yang maha
panjang dan akar yang maha ru-
mit. Apa yang dapat dicatat di
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sini hanyalah sejumlah percikan
di bagian penmukaannya saja.

Pada intinya dapat dikatakan,
setiap pengetahuan bersifat "ter-
buka", walau bukan tanpa ba-
tas. Tidak ada sebuah tempat
atau kedudukan istimewa yang
memungkinkan orang mencapai
pengetahuan secara paling te-
pat, benar atau lengkap. Penge-
tahuan bukan suatu rekaman
mekanis atas suatu realitas di
luar kegiatan merekam itu, yang
kemudian dapat diperbincang-
kan terpisah dari realitas terse-
but. Kegiatan itu tak bebas dari
jaringan Kuasa sosial.

Pengetahuan senantiasa di-
ciptakan manusia dengan ber-
bagai bentuk dan cara yang di-
mungkinkan oleh kondisi za-
mannya. Jadi bukan secara tak
beraturan. Pengetahuan tak ber-
sifat subyektif seperti yang se-
ring dijadikan dasar klaim para
praktisi. Tidak juga obyektif se-
perti yang pernah dijadikan da-
sar otoritas ilmu atau dikhawa-
tirkan demikian oleh kalangan
non-ilmuwan.

Untuk jelasnya, kita harus
pertimbangkan pandangan di
atas pada dataran yang lebih
konkret. Kita mulai dari contoh
sederhana yang sudah menjadi
klasik, yakni seniman dan nilai
karya seninya.

Kategori fiktif
Setiap seniman pasti tahu se-
jumlah  hal tentang karyanya
vang tak dapat diketahui orang
lain, termasuk ahli seni. Tapi si
ahli tidak harus tabu segala
yang diketahui si seniman untuk
bisa menghasilkan pembahasan
bermutu. Tidak beraci si ahli
tak bisa lebil tahu dalam bebe-
rapa hal lain. Seperti seorang
ahli bisa tahu seluk-beluk seja-
ruby dan gramatika bahasa Ing-
grs, Linpa mampu berbalasi
it secura lancar atau sefasih pe-
nutur-aslinya. Dan si penutur bi-
s berbahasa lancar tanpa harus
tahu ilinu bahasa.
Seorang tokoh aktivis gerak-
an mahasiswa -- persis seperti
seniman atau politikus pasca-

kolongal - pasti tahu banyak hal
yung tak diketahui khalayak dan
ilmuwan. Tapt minimal Karena
alasan-alasan strategis dan ke-
pentingan yang diperjuangkan,
"praktisi” ini tidak bisa menyata-
kan yang diketahuinya secara
terbuka. fa tak pernah bisa ne-
tral betapapun jujurnya dia.

Kaum "pengamat” sendiri ti-
dak pernah bisa  sepenubnya
netral dan terbuka karena ber-
bagai alasan dan tekanan yang
berbeda, Mungkin ia tidak terli-
bat langsung dengan peristiwa
yang diamati. Tetapi tedibat da-
lam proses penelitian dan pro-
duksi pengetahuan adalah prak-
tek terlibat dalam hubungan so-
sial. Pengamat yang paling diam
pun — misalnya agen intel --
adalah praktisi

Fidak ada pengamat yang G-
dak  praktisi. Atau sebaliknya
praktisi yang bukan pengamat.
Pembedaan  praktisi versus
pengamt -- seperti konsep "po-
litik praktis" -- adalaly.fiksi, yang
diperala dalam pertarungan
otoritas bicara dan kuasa.

lronisuya, pertentangan poli-
tik seringkali terjadi di antara
mereka yang ternyata sama-s
ma memeluk ideologi yang su-
ma. Misalnya ideologi vang me-
yakini adanya kebenaran sejuti.
yang tertutup, esensial, atau me-
tafisikal.

Hmu  sosial  pernah/masih
berkuasa sewenang-wenang ter-
hadap obyek pengetahuan. 11-
mu pengetahuan layak diwaspa-
dai dan dicurigai. Namun Kita
hanya bisa mewaspadai  dan
mengendalikannya bila kita me-
ngenalnya cukup baik. )

Dengan demikian, kita bisa
menghindari  kesalahan  yang
pernah dilakukannya. Sikap ber-
musuhan terhadap ilmu sosial
yang ditunjukkan di atas masih
mencoba mengulangi kesalah-
an-kesalahan ilmu sosial di ma-
sa lampau.***

*) Ariel Hevyanto, staf penga-
Jar Program Pascasarjana UK
Satya Wacana, Salatiga.






